BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perencanaan pajak merupakan langkah dilakukan oleh perusahaan
untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang terutang secara legal
dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Semasa melakukan penelitian, penulis telah
mencari tahu kendala perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, menetapkan
akun-akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak, merekonsiliasi laporan keuangan
perusahaan, menghitung Pajak Penghasilan Badan sebelum melakukan perencanaan
pajak, menetapkan kegiatan yang dapat dilakukan perencanaan pajak serta menghitung

Pajak Penghasilan Badan yang terutang setelah melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait

upaya untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang oleh perusahaan

pada tahun 2015, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan selama ini selalu memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh
perusahaan, namun belum melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan
pembayaran Pajak Penghasilan Badan terutang. Kendala yang dihadapi oleh
perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak adalah kurangnya pemahaman
karyawan bagian perpajakan perusahaan terkait Peraturan Perpajakan yang berlaku
di Indonesia. Konsultan pajak perusahaan pada saat ini juga merupakan kerabat
pemilik perusahaan yang tidak mendapatkan pendidikan perpajakan secara lengkap
dan bukan berprofesi secara khusus sebagai konsultan pajak. Peraturan Perpajakan
Indonesia yang sering mengalami perubahan juga menjadi kendala bagi perusahaan
untuk memahami dan mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Akun-akun yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan
pajak adalah biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pengobatan, biaya entertainment,
biaya sumbangan, biaya makan karyawan, biaya Pajak Penghasilan Pasal 21, serta
biaya iuran/premi jaminan kesehatan.

3. Pajak Penghasilan Badan perusahaan yang terutang pada tahun 2015 sebelum
melakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp 343.100.759. Setelah melakukan

perencanaan pajak dengan tanpa memperhitungkan biaya tunjangan BPJS, Pajak
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Penghasilan Badan perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,21% atau sebesar
Rp 11.003.734, sedangkan setelah penerapan perencanaan pajak dengan
memperhitungkan biaya tunjangan BPJS, Pajak Penghasilan Badan perusahaan
mengalami penurunan sebesar 3,44% atau sebesar Rp 11.807.284. Hal tersebut
mengartikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan (baik dengan
memperhitungkan biaya tunjangan BPJS maupun tidak) dapat diterapkan karena
berhasil membantu perusahaan dalam mengurangi Pajak Penghasilan Badan yang

terutang.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,
penulis memberikan beberapa saran yang dapat membantu perusahaan dalam
meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Berikut merupakan saran-
saran yang penulis berikan.

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengganti konsultan pajak yang
digunakan saat ini dengan konsultan pajak yang telah mendapatkan pendidikan
perpajakan secara lengkap atau yang telah mengikuti brevet pajak. Apabila
perusahaan keberatan dalam mengganti konsultan pajak, dikarenakan adanya
hubungan khusus dengan konsultan pajak perusahaan saat ini atau karena
pertimbangan biaya yang dikeluarkan, perusahaan dapat meminta karyawan bagian
perpajakan perusahaan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Dengan demikian,
konsultan pajak yang digunakan maupun karyawan perusahaan akan lebih mudah
untuk mengerti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta dapat lebih
cepat dan mudah untuk mengerti dan beradaptasi apabila terjadi perubahan
Peraturan Perpajakan. Perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak secara
lengkap dan legal tanpa harus takut melanggar Peraturan Perpajakan.

2. Perusahaan sebaiknya memiliki bukti-bukti yang lengkap terkait biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan agar biaya tersebut dapat mengurangi Penghasilan
Kena Pajak perusahaan dan meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

3. Perusahaan sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang di mana perusahaan
memberikan tunjangan PPh 21 dan tunjangan BPJS kepada karyawan. Hal tersebut

dikarenakan, pemberian BPJS oleh perusahaan merupakan suatu keharusan yang
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diwajibkan oleh Undang-Undang. Pemberian BPJS juga akan meningkatkan
kepuasan karyawan, karena cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan melalui
BPJS lebih luas dan lebih lengkap, karyawan juga akan mendapatkan penyuluhan
kesehatan maupun obat dan bahan kebutuhan medis. Selain itu, karyawan juga
dapat memilih fasilitas perawatan tertentu yang disediakan, sehingga karyawan
akan merasa lebih diperhatikan dan keselamatannya lebih terjamin. Dengan
demikian, karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja. Selain itu, penerapan
perencanaan pajak yang memberikan biaya tunjangan BPJS sebesar Rp 7.896.000
akan memperoleh penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan bila
perusahaan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 4.992.600. Hal tersebut
dikarenakan peningkatan biaya perusahaan akan mengurangi Penghasilan Kena

Pajak perusahaan.
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